
KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 2617 /KPTS /pr . 5oo / F / 02 / zo23

TENTANG
PANDUAN EKSPOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang a. bahwa untuk mendukung peningkatan ekspor dan
investasi di bidang peternakan, Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan hewan melakukan
diseminasi dengan menyusun panduan ekspor
petemakan dan kesehatan hewan;

b. bahwa panduan ekspor peternakan dan kesehatan
hewan dilakukan untuk perluasan dan fasilitas akses
data dan informasi pasar ekspor bagi pelaku usaha dan
pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 peraturan Menteri
Pertanian Nomor 19 Tahun 2OLg tentang
Pengembangan Ekspor Komoditas pertanian, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal petemakan
dan Kesehatan Hewan tentang Panduan Ekspor
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 terrtang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

4. Keputusan Presiden Nomor l32lTPA Tahun 2O2O
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019
tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian;
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6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1250).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PE*TERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TENTANG PANDUAN EKSPOR
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Apabila
Jenderal
mestinya.

Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal
ini.

Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan akselerasi
ekspor peternakan dan kesehatan hewan.

liaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Direktur Jendera-l ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaks€rnaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian.

terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direkturini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

Keputusan Direktur Jenderal
tanggat ditetapkan.

ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal l3 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN

6R lA lv p1 c4

t

231993031001

KESEHATAN

Untuk kelancaran akselerasi ekspor peternakan dan
kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, ditetapkan Tim Pelaksana oleh Direkhrr Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
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PANDUAN EKSPOR

DAN KESEHATAN

PANDUAN EKSPOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Upaya menggerakkan pembangunan nasional, dilakukan melalui ekspor
dan investasi. Peranan ekspor sebagai salah satu sumber utama
penerimaan devisa Negara adalah sangat strategis dan penting terhadap
kelangsungan pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sejalan
dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada investasi dan
ekspor.

Kementerian Pertanian telah mencanangkan program peningkatan ekspor
komoditas pertanian ke berbagai negara hingga tiga kali lipat, atau
Gerakan Tiga Kali Ekspor yang selanjutnya dikenal sebagai "Program
GRATIEKS". Direktorat Jenderai Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen
PKH) melalui Road Map/Peta Jalan Gratieks Peternakan 2O2O-2O24
mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya insan peternakan namun juga
seiuruh elemen bangsa, peternak, pengusaha, investor, juga kementerian
dan lembaga pemerintah lain untuk bersama-sama mendukung
peningkatan ekspor dan investasi di bidang peternakan dengan tujuan
meningkatkan usaha peternakan dan perekonomian bangsa melalui
peternakan.

Agar program tersebut bisa berjalan dengan baik, diperlukan upaya khusus
untuk menambah ragam produk ekspor dan pelaku usaha baru pada
negara mitra tujuan ekspor. Pemahaman pelaku usaha baru ekspor perlu
terus ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi yang selama ini
telah dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KP|S/HK. 140
lMlgl2O2O tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, telah
ditetapkan komoditas binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan mulai dari hewan hidup, produk pangan, produk non
pangan, obat hewan, dan bibit/ benih ternak. Dalam proses
ekspor/ pengeluaran komoditas peternakan harus sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan dari masing-masing komoditas. Dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan disebutkan bahwa setiap pengeluaran produk peternakan dan
Kesehatan hewan harus disertai dengan sertifikat sebagai jaminan negara
bahwa produk yang dikeluarkan dari Negara Indonesia harus aman dan
memenuhi persyaratan negara tujuan.
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Panduan ini memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku
kepentingan terkait persyaratan, prosedur dan alur proses perolehan
rekomendasi ekspor untuk setiap komoditasnya yang terbagi dalam
beberapa bagian sesuai dengan kelompok komoditas peternakan dan
kesehatan hewan, serta terdapat informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain itu juga berisi tentang persyaratan negara
tujuan untuk produk tertentu sebagai tambahan informasi dalam rangka
mempercepat pemenuhan persyaratan bagi pelaku usaha sebelum
melakukan ekspor.

B. T\rjuan
T\rjuan dari Panduan Ekspor ini yaitu:
1. Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang prosedur dan tata

cara pengeluaran/ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku

kepentingan dalam melakukan pembinaan terhadap pemenuhan
persyaratan pengeluaran/ ekspor kepada pelaku usaha.

C. Sasaran
Sasaran dari Panduan Pengeluaran/Ekspor ini yaitu seluruh pemangku
kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan
Masyarakat luas yang memerlukan informasi terkait pengaturan prosedur
dan persyaratan teknis sebelum melakukan pengeluaran/ekspor.

D. Dasar Hukum
Berbagai Peraturan Perundangan yang mendasari penyusunan Panduan
Pengeluaran/ Ekspor ini yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2Ol2 tentatg Kesehatan

Masyarakat Veteriiner dan Kesejahteraan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian 28 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2oll tentang

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau
Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah NKRI;

7. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu
Benih, Bibit Ternak, Dan Sumber Daya Genetik Hewan;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 l2ol5 tentang Pemasukan dan
Pengeluaran Bahan Pakan Asal T\rmbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara
Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22lPetmentan/PK.1lol612017
tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan
Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengeluaran
Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan
dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan Ke dan Dari wilayah Negara

Republik Indonesia
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13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor l9 Tahun 2019 tentang Percepatan
Ekspor;

14. Peraturan Menteri Pertanian 11 Tahun 2O2O ter,tang Sertifikasi Nomor
Kontrol Veteriner;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2O2l tel:tarrg Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK. 140 lMl9l2O2O
2O2O tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.
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BAB II
TATA CARA PENGAJUAN AKSES PASAR EKSPOR

A. Informasi Negara Potensi T\:juan Ekspor Diakses Melalui Sistem Informasi
Akselerasi Ekspor Peternakan (SIALEK).

Pelaku usaha dapat memperoleh informasi akses ekspor peternakan
melalui SIALEK. Pada sistem informasi terseut pelaku usaha dapat
mengakses keperluan ekspor seperti Peta ekspor dan potensi ekspor, peta
peluang ekspor, permohonan fasilitasi percepatan ekspor dan data ekspor
dengan cara mengakses https: / / sialek.ditjenpkh.pertanian.go.id. Panduan
penggunaan aplikasi sialek dapat diakses melalui bit.ly/eksporsialek.
Adapun Alur Permohonan Fasilitasi percepatan akses pasar ekspor adalah
sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mengajukan surat permohonan dengan melampirkan
persyaratan yang diperlukan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), SIUP
(Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP pemimpin perusahaan, KTP
pemimpin perusahaan, NKV Nomor Kontrol Veteriner) Level- 1,
HACCP/ISO dan GFP (Good Farming Practices)/GBP (Good Breeding
Practices) melalui SIALEK.

2. Direktorat PPHNak melakukan koordinasi dengan direktorat teknis
sesuai dengan komoditas yang diekspor dan melakukan komunikasi
dengan negara tujuan.

3. Direktorat teknis melakukan review kelengkapan persyaratan yang
telah diajukan oleh pelaku usaha.

4. Review kelengkapan disampaikan kembali ke Direktorat PPHNak,
apabila dokumen belum lengkap maka Direktorat Teknis akan
mengembalikan surat permohonan dari pelaku usaha melalui
Direktorat PPHNak

5. Direktorat PPHNak membuat coueing letter dari Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan ke negara tduan ekspor sekaligus
menginformasikan ke pelaku usaha.

6. Proses surat permohonan telah selesai.

Persyaratan Teknis yang diperlukan
secara umum:
1. NIB

2. SrUP

3. NPWP

4, KTP

5. NKV level-l
6. HACCP/|SO

7. GFP/GBP

B. Alur akselerasi ekspor
Dalam rangka melakukan percepatan dalam mendapatkan akses pasar
ekspor terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

cq. birektorai Jenderal petemakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan
pelaku usaha, di antaranYa:

Direktorat PPHI{aI
menyampaikar surat

Permoholan ke
Dlreltorat Tet.i5

Pelaku Usaha
mcniajukan Sural

Parmohona[ rn{lalui
SIATEI

Authorhcd tctter
from DGIAHS

Direltoret Telnis
mebkuk:n Review

dokum€n

Start

Olr.ktorrt PPH at
mrmbuat corrct rg

l€lte, dad Dld.n Pl(H
kr ncgrra tuluan



1. Ditjen PKH melalui Direktorat PPHNak melakukan identifikasi produk
potensial yang akan di dorong untuk dapat dilakukan ekspor;

2. Pelaku usaha melakukan identifikasi persyaratan di dalam negeri dalam
rangka penjaminan bagi negara terhadap produk yang akan diajukan
untuk melakukan ekspor;

3. Pelaku usaha melakukan pengajuan kepada Ditjen PKH untuk
mendapat dukungan fasilitasi dalam menembus akses pasar ekspor;

4. Pelaku usaha melakukan pemenuhan terhadap persyaratan di dalam
negeri maupun persyaratan dari negara pengimpor/ negara tujuan;

5. Ditjen PKH melalui Direktorat PPHNak:
a. melakukan penyelesaian G to G jika pasar yang dituju merupakan

pasar baru yang masih belum mendapatkan akses pasar ekspor
b. memberikan fasilitas B to B dalam rangka mendapatkan calon buyer

dapat dilakukan melalui temu bisnis (bisnis matching) antara pihak
produsen bersama dengan calon buyer;

c. memastikan persyaratan dari setiap negara tujuan dapat dipenuhi
oleh para pelaku usaha;

6. Pelaku usaha mengajukan rekomendasi pengeluaran sesuai komoditas
melalui aplikasi pelayanan rekomendasi Ditjen PKH;

7. Pelaku usaha meneruskan proses perijinan ekspor untuk komoditas
yang dipersyaratkan oleh pihak KIL yang menangani fungsi
perdagangan; dan

8. Pelaku usaha melakukan pengiriman barang kepada calon buyer yang
sebelumnya telah melakukan kesepakatan antara produsen dengan
calon buyer.

Secara skematis alur akses pasar dapat digambarkan sebagai berikut:

SKEMA PERCEPATAN AKSES PASAR EKSPOR

TIDA(

TIDAK

TIDAK
- NIB
- NKV Level-1
. KOMPARTEMEN BEBAS AI

- HACCP/ rSO*

xamro EAi SaatTH ttQunErrart

Gambar I . Skema Percepatan Akses Pasar Ekspor

C Informasi Cakupan kode HS
Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 261PMK.O|O12020 tentang Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor,
maka telah diberlakukan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI\ 2022
per 1 April 2022 menggantikan BTKI 2017. Derlgan diberlakukan BTKI

2022, tirladi penyesuaiin pada cakupan kode Harmioniz'ed Sgstem (HS)

sektor peitanian iermasuk pada komoditas peternakan. Berikut cakupan

kode HS komoditas Peternakan:

TIDAK

PENGAJUAN

PESMOHONAII

DARI P(H KE

NEGARA TUI UAN
EX5POR

REI(oMENDASI
PENGELUARAN

PROMOSUEISNtS

MATCHING

8EAU5A5I
E(SPOR

ENO

START

SEXOM
aKstoR &

BTOB

GTOGTEKNIS

PERSAIXAN
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dilerirElivdE ri

OaatEn

ObtEn()21()199(1 b.irlg bat l5irrya. d.sit€n. drlam .ir gfam, daEirqtan/das.fi
Olallan02109920 Xulit bati eeriElan, diai*aq dalam ai grrirr, dcrhgtEn dan

ditsafi
Caahan15021()I O CEEffirgen daii iEfng. ollafl&rah nE E€n rE bbi, er|

brnas-r l€dap ldara
Olatlan1€O2.tl r0 htE dan po6.EE.rta dli bEti, (blvn lEmrsan Lad+ udrra rrtl

pcnrlralln eotran
Olehen16024190 Prh. dan pc,tD.Earrt}c dii b.ti, lir*. d.lam lcmr*! l€d.p ud.r!
OlElEnEhu dan pob.roa'trta d-i btt, d.tsn bnrtsan lcd+ 16r. rlt-a

penlualtn cc-an
1602421O

Oaatlenr€o24290 Ebhu dan potD.EE.rrF d-i b€ti, tid* deltm btnastl }cdap Ldeae

nb XoaL Hs ocikbrl Wrdra,
9

B. lkl TCrrr.k
I
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r602a9 ! I Lrrdrcon ft"aa dari b*i. d&rn Lrnacaar lc{+ udra ut*. parlrrDaan

t@2rrart9 trndrco.r .nad dari b$1, t dlt 6bm lcfiGan kad+ udra
l60iI.;x) l birDo drl baba, d.lJn L!.nrlr Lcrtrg

uda.a arara parrrr.llLar ccc.|t ri
d.9rr9,

r@2.999 d.9in9. ofibvd...h ].rrnF dri b!ba, t dak drbrn l(.rri.6iDn
kcdap idtr!

3
oz(xlooo Xtrl(as da.r scterlgl.rr l.,las dr.l bad.b-l nxJd., scaar dau dnah
020a2!m Kt.tts drl Ltanqah frb3 (baibr, tagr. aErr arglr
o20a22m Fob.rgan d4r,r9 ].IrtF darl dqnba, barn/aang ragff !t {, d.rglt
020.23@ E9r(l9 do.nbr rrie ndar.r$ scal.r !:ir dngln
o20il30@ fa.f.6 dan rctarE$ LrlG da.l bfl-b-l rtt da. bh,
0204{ r@ Krrt ls d.. ictcftgalr falc (bnbd baht
O2Gt a2m b.El.. drEi.! rartrt.. dad 6dnbr, bartiarE EL,
020{41@ h<l.E &.rb trrF hrl,Ilg. bchr
o20ir50@ lEE k!.itf.rg, scgE.. dngi.! aA, behJ
r60290 ro lcl raeang (b!$a, dtlirr brt-D ldat' da.a r'tf.3-*rbn

.G''D l*
a -

filcIE atau baloratdr
IT

0207r t@ 6an cd.ba. oatll 6rn u!9r6 sr.(!3
dieelg .n rlt da brgiro-b.gian. sagr &u *l9kt

do.rEtibE,

o207t2m bqf.! d.n cdr. oalrl drra r4e.3.Dlrhr G*a aio.ffi.,l!.-
zt oGre mr4t d b05.*!gi!q *,

o20713@ Pcao.BEn dr'l oaYa* drrt qEgas spc<ls G{ui saga.
d.Ein

0207!alo S.Fp rn99a3 dfl racdc. Galits &.re.ct bclo.r
o207r{20 Pahr r,EqB dr.t 3pccLr Glf-ls .tdrl.3tlo.E, EhJ
o20? t.* tbti unggss darl spadcs Gath.6 dcrrEst cr4 batr
0207!{91 b.Ean (bn oatal <tari :Oc<fcs Gal(e dorE.tt|rs, argng pn9

<fha!.rgl(.n lf..Errllrr atru d4isaH(ln GEt ncilrf 8J
()2O7la99 b.lean .l.n oatal darl sD'cdcr C,.!.8 dqrE*!6i drglrE fane ttdaf

ttau dfis.t*.n (hr€rl n'E!i.L bdsl
(PO72.a{X) hga.rg dan cdtac oa.l drrt

bagLrt sagar ain, drEi.r
ti<fik dlrob.tg mcn dl

o20725@ Cbelle d..r .rla oaIla drrl Llcrt UOr 4Gno lt:40d D.gta.]
b054 b.aq,

o20726@ b.E n d.n tisriEl da.t k*r\ saea. !t!u dllotn
o?o727tO lL6 ta0cI, bdqr
o207279 r Eng.'l dt.t c,ld Li rvc da.l blhrf d.gl.rg F.E diarTlo.r

6.aari9rF tfau d*afrbn (bitgll mcdn
02072799

hja,!gr'!}6 lLu dpasahl6n, Sr
)6rE &hl..Ek nPoao.!9an drn Lirrry'a dan LlhrL

o207atm Dqirp d.a cduc oatbl Ad b c,l, d* AoaE !t rtr4r.d tqE .
bElrrr ratr aEr arorl

o207.2@ ED9,.E .Lo GdUc .alld d.d bn-rr. Ont 4Eao.!t m.4ld b.ga.o.
baoirrr balc,

o207{foo Hau berlernal d!.1 b.tck ScqE lLu drlgir
o207a4@ CtsOaB drn cdbac oltal bi.rira drri bcnch scglr aLu *tgar

lfru bcrb.naf <b.i bclat! bLJ0207{5 to
()2O7.590 bga.€ dan c<tbL oat l bhrrtlE dart balcl(' bclqJ
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lo.,-.

felt &r.& dbl -.r tt9., d.l.r t#,rg nrrrd b.t*>
bob.t b.i,

o20rs30 HtE brL,tt f dan .t!95.. ..9.. -b., drEfl lq*ryrqtur:tia@ Egrp dan c<fta. cat l Lryrr. d-! r€r.. rcg- ati., CrJir ls$t..r
o20rs510 tltO En'lcriak d-'l arlgra. H,l IO.II. r
o207559 bgiE d.n G<f& oaAl fa-rrF d-r u!8. b.h, lClJrr
o20760ro reire (hr qft oaEl A.t .F.tr gri-. dd.f *a..iiat ttt-rtra

tafar\ E r.hr CEln
o20/60x) Urrr9 d-r.rt oai 6.l.F.n gr*E U.at,tf-rg rr-lFa

t {F! bh!
o2(}7€0r b.Err d-r odJ b,rtF d-i -Fm griEa. -gir ata..l *l{l.r lcr.tl r
o2076{)40 haD.ql-l d- drJ brrrF d-i .F n griE, Etor lcr.rsr
02!o99rO Oair|g af6m r.ryg d- b<ro, <tpoEg barbarttf. h.lb-E, dshaanr

cl|l|m ai g.._.rn, trn.RirdL..fi, !Eg--E d- t t ,t9 lcar d.'ri dr'(!! l*
r6023t !O Oa-r-r d€frg, o,hlr&rrd-i *rtdd-tl f.rE t haa re-

r,ar. Darlr.ali acErr l*
r 5023r 9r l'*.lEEgr9 frr y-tg <taf.ltgacn tia.rgnF aa, ,.9-H."1 ert r

rrErrr, 6t 6bm lcrn-Il L.d.p u6ra
r 6023 r94 OaJrr dal{, oalvd-r! rrffi rt a tcft,r Eardr-riffi

hagr&. l-
t 602t:l ro ;a!i atcr 6.i apaaiaa GdfJa ddraso6, dL.n fsner tap ,rd.rr lOrtrr
r @2 329 OJE .l-Jirg l.inF. o,td/6r.h &.r FfE ,:j- dailraatir.E lclatst
r@2]{r@ O$r! d.9,i9 LartrF. ff,t6r.h 6. r,EEr- birrF <r..a F6 Or-O5 lol.ri..r
r6()3d) to Cb.k d..r 116 (ti dagr{ lo.rE r

2 ro3.!D r9 C..rB.ran r!.nFh rran olttfrJr.r! bo.rt alct-at lc.iE dari -F.tr lotrt*r
a I I

(l:El@ E& d.l .t-r bn&ng ,arar ffi4 s€gr aa, (Lrir lO.ivr
o2G2r@ frdrh d.n EraE ilrir hrrrbr, bh, lq.h..l
o2(822m lbo br5b.E ,a.rr Lrih4 b.aq, lr
o2G29@ EdGL cat l brrrya dart *|.EE r.''E hrrt r. raqa. -u dfiJi.r lo-t-rr, laoaar lbat ta,
o2630@ ErEaa df.l d'.i b.6r r€95. .t r.l .I.l9r'l Id.tsr
o2(E4r@ rl'b brb, b.h, ]cr.tYr
o20649m E(Sac df.l b-YrF .t n bab. bdoJ lcr.rrrr

a I
o:!6axx, &dbldri Ui-ta.L LrnEraL hl(l.. ld.dd. b.rJ ar lffaq,

arAEii l*
o26$@ E tale caf.l <rrr b-l-t iL Lnt9. hrda, Ld.d-" Uryl ar rrrr. Ur6 lOerr.
o2()a1o@ baJirg d.n Gdtae ofial 6.i l.-E .t .i hara. *ar, arq; au Ur lOats!
o2Blo@ hg-E dan cdtaa dirl d.ri lri.natr, i€gar, CErr an i, b.a(lr lo.rsr
o20a50m rl|-D d-r G.E el d..l *r.Elg fidr. (tt rlluf ufr (Er par!.r}

-9r.. (tEar a, baL, r.'
o2(Dgxx, bgrE dan .<tde oaf.l .t .l bri-E l-rtrF, r.{a.. &E- .ar h.cr ICL}st
02ro9r@ ItsgiE d-r c(lt- .rat l, E rnEf ttgrtg A{i.g (Ea FirEb (Id-r

(bbm ar gaci. dcrrEaarvabrat l*
o2ro93@ b(irg (tr .de, lrnraf iFrg (5.r t prrE b- 6ri .!91i9 !-rl

ti.rtaalg rrEla (Earrta3.t d- daai parrrrrl &l&r, dfam ah gafiartt
6hrrn9bvda.Fa l*

02 ro9990 b{fE d- .6ta. bartF Err..s.* ttgrB &r EF.rg k- arari daglrp
d-ri(-! daL.n -. granf dlcrtE Cr a6.,, atarafi l*

r 602 rO90 C,Uir iEnogan drn .trOhgL catdld...h lir* ,tsf-drlg b.4 rbr
6brD bn5-r Ldp rrdara l--.

r@220@ Ofah-r h-r <ren b-r.ta.t9 lo|.tE r
1602$20 Oldrdr d d .h bnbrE lcr.h..t
r502SS OlJrlr darg. of.Vdrrr brI'yr &r LE&'!g b-r ld.rst

Xo.- HS b-'u Wrrl,

I

-
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(xor roro S..riu d.a l€t}d. s.6r, rnaigrlarlt Lrri* 3i fC5 !d!k dbdrbalr

giA/friarir. tbat dgclot 6n, ddam bantl cat'r
(Ia.I.!

(x)t r(xx) Srrcu dl.r l(.oaaa ssu m..grdrE Lrtr* ll.t(, t6lk ('lamb*r
grA/frnanar. t6at dlm M.a. cd."ln

Cfahla

(xot20ro SLEU dr.l La9laa 9.rsu !.rt > lcnral 5 6,ta, tlrat dEtrEF
g.A.rpcrna.t3, tbd..lpca(.fbrL ddam tEntlt cr&i!

Ol.han

(xot2(x)o $8., dt r L!D.L !r.EU ,rE et-r.!e f % > l6rak I 6tq, U&k .Iit$ah
gra!/Fradi, tdaf ddutl bcra.a( cdr.n

CLhan

OaOl.l()tO S(6u dan LcAlaa 3Jat nEigrdirB 6cr6 >Lr!r*. llo*, fl(lC( 4r.rrbah
girh,rparia.rs. fn l do.bt 6r! da..m b.ilai calr,l

CLhln

O.Ot.(,2O sr-Eu da.i L!D.4. $tu nrc.rgt-rg 6* >aafi* lto*, d(* (-aIrEF
gdCpatl..{s. (B!rn Etf bch.t

OalEn

oaor.(,{x) S.5., d..! lcarda s.6U m.ngt.dr? 6$ *rC( St(,ll' rla.( &.fuaai
9tf{peri.rrs, df..n &'tf llrtrF

CLh.n

oao r 50 to S..6u dan lcoaL g.6U nrarEr6r!0 LrnC( >lO*, UAn dt.mbah
9rA/p.rrE,rs. 6al( dpcbth.r, dd.m mf d

Oa.h.n

(xo!s{xx, sr,rlu dln l(.plaa 9.r9, nErgsdrE lcrnd. >lq, UAt dta.rrbdi
$A/f''i.nar. tEaf dralm bcnti c*

c,rfl..!

(x)2 ro4 r Susu dan ltrglar srsr..,tlcigolidt E lcrifu l!"S95ataL,n ffi.F
Ud.f dEnbah 9uE/pcrrr.rS, lcrnrs.n Drt l(od tX) kg

Oahrn

oao2 t(x2
9.6u da. lctlda sE, traartfQ ,rEgtalrE lcfiia( Jl,s* daaa.n Eta(
9rd*, dd.k dErlb.h gr.../F r.r8, kirr.c..r brrl Lob. <A) 19

Oaahan

o{o2 ro{9 SusU da. lcoaL s.6rr. tcf6{ar, ffi*!! ab& ,tiang.rrdu,E ttrr6d|..r 9rl. Au 5aha6 pcri!,rfr lrfttta,
dd{n l(.rnGri dcngan b.frt bart$ 2 -Z) ft

(Iraf!

(xo2 r09r Sr.Eu daar l.rpaa! g.tau .lErE rduB h.n* ll,3* ddr.n hrt ( prd,
(bntalr OrA/panE *i, l(.rn6rr bar.lt lob a2() t9

cI.h.'!

oao2 ro92 sutu d.n l€9.a. e.Eu blrYrt/! nEgllarE EnlJ. i!.3i4dr...tlffi,(
pad& (hnbrh grArlrcirl! ras, l(.rnafi baraa. b. <2O l{

Oaahan

o.o2 1099 Suru d.a l€D.L 9.r3& doabrbrl. lo.d,toln l.'nd( ttat*, ntalcffi lF
95 &ir m.n9r.drg Ui.'rbatl.n grra ttrr b*.n pgn! * blrrt., dab.t!
karnasrt (tCrEan Dari bar:lr 2 -2O 19

CLtsn

o{o22 r 20 SrBu da.t lr.oaL glsu fdmy! fiElelrarig lcrtr*. > t,5* dda,tr bcrtA
p.d*. tdlk @4b.h gl.../p.rn rrs, k ri.syr barf l.ofo. >2I, 19

(Iaat r

04022 r la susu dan l€paL susu ttltyv! mcrlg'ra.ng hm*. >1.599 daL.tt banta(
p{li! t d.k dE r6.h g.../pc,tl|l'*i, k.rn6.n barl toao. <2, l9

Oa.h.n

o.o22r9() SrEu daa lcglaa g.riq -grl-t o1 lrdfrlg..i lanat tld* rrEtdl 1,5
96 eu !(bk nE|g rf'E lririblhan gda 6U batsr pcrrlr rts l*trt.,
dd..rl karri6Ji darEa bc'rt bCriar 2 -2(, b

CLh.n

o4022920 5r6u 6an l€9d! q.6u bxul,a ,l! roa.tdsrt lcmai( >1,596 ddatn bcir!.4(
pad& dt drbeh gj./rEnr..*s, lrrtt6 r bcr.t bE :2O f0

CIahan

oao22930 S16u.'.n Lapal. r.rsu brirfa nEBlltdrr? lernat >1,596 dlfa.tr bGnEk
Oad*, dtanlbah ql./Octna.*s. tari6Jr baot lob. <2O tO

Oahln

o{o22990 SLru dan l€Oall ir6r,|' dgcldo.I lo.r(lrTa.l ts rd( ma*bfi t,5 t.
ah, frdrk rtrcigrdig famblhl.| 9lA 6u b$ra ffiaris bLr|}a,
dd!.n l(rrtrasur darE|n brat b.rs$ 2 -2O lg

claharl

(xo29rm S|EU dr.r lcgaL s.t5u bfrrrF, trrak .ttarleldr? bltStl.o 9!aa au
bahm rmar6 farrt!,!

CLrEn

(Iatlr(xrxrm Sq,drn lc9- sEt brqa, m.'lgtiarrl.ltEtfrolaa aJ baft
9arrltrs uarrF

CLh.nr90t 1020 Sadar.r rrtr brcrf$n bq,t da.l br.uE drrl !6 fi.or 3ar?d enett
Ol.Oa, qtlpan rrl{tcca

Oahrnt90t90f ! Frlled mllq dri b. ilg dlrl pG (x.Ol 1599! (X.(X
Oaahen220299 rO t'L.r,rra^ &.rgri batEn dasar 9,r3., tllT dbad rasa

;b hd. tE O..trb.l *+d
S.!u d.n bpab auag
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to
(xo:rmrr Yoorrn dabm H.*. cri. ts.tnasi (ftrl&n marlln titalf &d

,Ea aq rncrEa.rdrg bribliaar b..al}!l.hI (tarrnE ( fr.+ da.r
tdal), l(E lgFL....Esr &u taa(D

clirr

o{olz) ! I Yqlrrt dafam Erni.t ca-, E rnasJt darta*an mararn dda.(, ff
dta.i r6a 

-., 
ntcrrgrdrrlg Lrnbah.n h.d>h.d-t (E tiEI( F.+

d..l t.Li), lcrEFlrE-r A, l&o
Cfrr-r

o,io32()91 Yogl,r.Jt 5.Lin b.rlbi c.a., tu .r'a atau rrc.g..rdr*i iffihlr EraF
h5h-r (tlrrner( frp da.! saa.a), l@.r9Fl6cngt e, bae

O*El

o{t3:rrar9 Yogrrn.arafr baitJk *, td*r (Dcrl rE rlr, rlrarEfn-g
rnbrrn h.dlbraalr (tsrmE. f+ 6an raad), l@.!rl@.E!|
A.rl*o

Cl.*rtr

1t
oiro3,!to t o S{,rr .tEf!ga. 4.l6t (.rvffi$ glArrErr rili,ncngrdu.E hl.r!

b-6hr! biri.b.Ji.rt. bt-, &d ,E-6a tnl.lrn t6.t
O:t

oro39090 Suir alaar Laftt r.qt &44 Er !t L r,cll &t dan lilin
darrrrErB! Au dacaarlhln LltlF

clatl-r

oaoa tol I t lr., trlot'. A, nrr1..rfrrg f.rrbtst grA ll t-Er;rrnrrrlr
brr|ra mrg, ndd.d.L,rr b.i!r( ha.i(, lid.6fr( (bEriEl
tnfrrib

CLh-r

O,tO4 rO l9 wli.ryFrig (l!Ed!b dp.t d6n@
ra, bfta.r ga,tlfrb bitt€ mr.Frt t d* (5a.n bt.l( b... f Ealn
Fa! Ly!,a rrt k dLqE !r!i .rrutta

Oarlr

o{o{l(x) I lvtrat dt,dran -. a, irarE|l.drlg fa.nbats! fiA a, Ef|ffi
bLiF .nr.qri ttdaf, rb-i dbL.t| ttrrtsa brt4 bFf .raj.(fua-rtll ,naarda

Cbh-t

O,loarO99 Wtq F,R &rEdihri dgd.rtt6n -u m.rErdr|g t-!ffiF
eu balE ! Fn-tr tairr}€ ma.lrn tirat rabfr dab.tl band h.r !grair !6n9 ]rf* rrtl( d(dBftd m..lEia

CLarl

toalxlp hod,l( ttr6.i dari r.6, *m ratagal r'E -r ufna, rnaiEardig
alrb,ln grAlFifrlr itr.Irt id*, fE( affi aalu E rel rlll'!
f l*ItF

qahan

orosr@o i16U9. OJran
oros?qx) biT sg.aarg Ca$-l
o{rgxrto kriaf .Enfega artadtt Oalli
o.psqIx, ,.t-!rak ,rt.rt gE Olrr-r
o{r5qt3( Gha€ OrEr
o{tgl,tx, tarrEl dan malalk Larrlto f6arg barlral d..i t{r5u CI*rtr
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E, > 20 rE

Cl*En
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O{EIXII lQiu ddlJr, b.*.n ]E.Lb.r.ta, b.b.a( O*r-r
o(tc.(Ixl l(.ru taE-ird.r (fr bru trirlF l-! .E!gr-r{ xir.Srr dcq.

Flr5frn.oqff
(ld|..r

o{Eqrx, lQru birr}lo Ofdr'r
l3

O,ro72too Tef, !.gar birrF dr.i tfatn dari .f'd.E 6lE cbirtitb6 9a.
o.ro729 r o TcLr bcbak tcaEr brr|}a 549a.
O,()72990 Tcl, (rEqEs ragEr bitll. Sca.r

Oa&.ro{o790 r o Tcl, dari aya.n daal r.E:3 Gal6 b.'I#a.rl. dLwtdon a, dfrrG*
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o,lo79090 Taf, r.rD96 l-rrrF. ([.!^ic{6.r e.i ('n5ak OJrIt

I5 bd.aG

x.tt
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oiElt@ xlria9 d.r, nsEt*rBt6.f rnc.tgaiatr! fttaLn gda/E,!r
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(Id!!

o{Drgx, ltui.E Ur, nr.rysd'rgftbf rt!.igrdrE Enbr-n 9.4/b.l!r
Fn.rir ErF, *l.ir bart-f hriE

(IJrr
Droa9rm T.l, rrrgg-i rE ha(, m.rt.ndrEtltt n-{-dn, Embtrr

grr./Err. t dlqlEbn
Cfalirt

o{ElEt T.f, rrEg.5 r.irrF, tarpa hjt marlt d,g/Uda& rnaiCaadrg
Emb.lsr 9da/9arl!-i3, saLir l!rt.* Lrrfng

Oarrli

ta ,..ar
(rqrgxxx, l.ld, .l-'n. *

,,s I
02091ooo f.fi*. E EI. d.9ir9, rag... C{,iL b.ft+ dhE3&.r, d.Li *
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&rrElryVttEi

O..aEr

lsor I ooo frrd (Ialt
r50r2@o tatiat b.b Lirtya rarain da.i !6 02.(,9 e., 15.03 ClJsr
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D. Informasi Komoditas Binaan Ditjen PKH
Komoditas binaan Ditjen PKH mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 591.1/KPTS/HK.I4O/Ml9l2O2O tentang Komoditas Binaan
Kementerian Pertanian dan Nomor 4918/KPIS/HK.ISO lF l04l2O2O
tentang Tambahan Jenis dan Produk T\rrunan Komoditas Binaan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
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BAB III
PEMENUHAN PERSYARATAN EKSPOR

Dalam pelaksanaan eksportasi komoditas peternakan, pelaku usaha harus
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus atau teknis komoditas
atau produk yang akan diekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 15 Tahun 2O2l tentang Standar Kegiatal Usaha Dan Standar
Produk Pada Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pertanian. Secara umum persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pada
saat mengajukan permohonan ekspor antara lain:
1 . Surat Permohonan
2. Dokumen profil pelaku usaha (perorangan), seperti :

a. Rekomendasi dinas Provinsi/ Kota/ Kabupaten; dan
b. KTP/ Identitas Pemilik.

3. Dokumen profil pelaku usaha (perusahaan), seperti:
a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. I{TP I Identitas Pimpinan Perusahaan; dan
d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
e. Rekomendasi dinas Provinsi/ Kota/ Kabupaten.

Selain persyaratan administrasi diatas, masing-masing kelompok komoditas
memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berikut diuraikan persyaratan
ekspor masing-masing kelompok komoditas :

A. Hewan Ternak Non Bibit
1. Persyaratan Umum :

Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan
pengeluaran ternak memenuhi persyaratan administrasi sebagai
berikut:
a. Pengeluaran ternak ditujukan hanya untuk semua komoditas

ternak bukan bibit dan/ atau temak persilangan (cross breed);
b. Pengeluaran ternak dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah

mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pengeluaran Ternak bukan
bibit dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama
Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan;

c. Persyaratan administrasi pengeluaran ternak berupa surat
permohonan Izin Pengeluaran ternak.

2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis:
a. Persyaratan teknis pengeluaran ternak harus memenuhi

persyaratan negara tujuan;
b. Ternak yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia

harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan
hewan;

c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesilikasi teknis;
d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan:

l) Health Reqtirement yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga
independen dari negara asal setiap pengeluaran ternak

2\ Heatth Certiilcate yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga
independen di Indonesia setiap pengeluaran ternak.

e. Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan Certificate
of Origin ternak;

f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada
saat mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran ternak
meliputi:
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3)

Rekomendasi Provinsi;
Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan
Karantina Pertanian;
Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai
persyaratan mutu ternak yang akan dikeluarkan, yaitu:
a) Untuk ruminansia kecil dan babi hasil persilangan dengan

berat paling kurang 25 (dua puluh lima) kg per ekor;
b) Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan dan

bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas
oleh Menteri;

c) Selain ruminansia kecil dan babi sesuai dengan peraturan
teknis lainnya.

Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
Certificate of Origin ternak di Indonesia;
Laporan realisasi pengeluaran

4)
s)
6)

Benih/ Bibit Ternak
1. Persyaratan Umum

Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan
atau pengeluaran benih dan/atau bibit memenuhi persyaratan
administrasi sebagai berikut:
a. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/bibit ditujukan hanya

untuk benih dan/atau bibit ternak;
b. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit dilakukan oleh

Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi
Pemasukan atau Pengeluaran dari Menteri Pertanian dan Izin dari
Kementerian Perdagangan;

c. Menteri dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau
Pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri;

d. Persyaratan administrasi berupa Surat permohonan rekomendasi
pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.

2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis:
a. Persyaratan teknis pengeluaran benih dan/atau bibit harus

memenuhi persyaratan negara tujuan;
b. Benih dan/ atau bibit yang dikeluarkan dari wilayah Negara

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan
persyaratan kesehatan hewan;

c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis
benih dan/atau bibit ternak;

d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan:
1) Health Requirement yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga

independen dari negara asal setiap pengeluaran benih dan/atau
bibit ternak;

2) Health Certificate yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga
independen di Indonesia setiap pengeluaran benih dan/atau
bibit ternak.

e. Pemenuhan persyaratan negara asat dibuktikan dengan Certificate
of Origin benih dan/atau bibit ternak;

f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada
saat mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran benih
dan/ atau bibit ternak meliputi:
1) Rekomendasi Provinsi;
2) Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan

Karantina Pertanian;

1)

2l

B
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3) Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai
persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan
dikeluarkan;
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
Health Requirement;
Certtficate of Ortgin benih dan/atau bibit di Indonesia;
Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal Sumber Daya
Genetik Hewan (SDGH) yang akan dikeluarkan;

4l
s)
6)
7l

C. Hewan Kesayangan Dan Satwa
1. Persyaratan Umum

Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/lembaga pada saat
melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan
dan/atau satwa memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Persyaratan administrasi bagi orang perorangan untuk pengeluaran
hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut:
1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan

dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewar kesayangan
dan/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner
Provinsi/ kabupaten / kota;

b. Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan;
c. Persyaratan administrasi bagi pelaku usaha dan instansi/lembaga

untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai
berikut :

1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan
dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan
dan/ atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner
Provinsi/ kabupaten/ kota;

3) Surat kuasa jika pengumsan pengeluaran dikuasakan;
4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan yang dilindungi.

d. Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) dilakukan paling
lama I (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan
kebenaran permohonan pengeluaran;

e. Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar
dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam
permohonan pengeluaran ditolak;

f. Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala
PPVTPP kepada Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/kmbaga;

g. Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan
pengeluaran;

h. Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk
mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran;

i. Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pengeluaran
ditolak;

j. Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal
kepada Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/ Lembaga.

2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan
pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan
teknis kesehatan hewan (health requirement) negara tujuan.
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D. Produk Hewan
1. Persyaratan Umum

a. Persyaratan administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan
pengajuan permohonan pengeluaran produk hewan memenuhi
persyaratan administrasi meliputi :

1) Surat permohonan;
2) Nomor Induk Berusaha;
3) Laporan realisasi pengeluaran;dan
4) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.

b. Kewajiban Pelaku Usaha:
1) Melaporkan pelaksanaan pengeluaran baik terealisasi maupun

tidak terealisasi terhadap produk hewan maksimal 3 bulan dari
tanggal Sertihkat Veteriner itu dibuat, pelaporan disampaikan
kepada Direktur Jenderal secara daring;

2) Laporan realisasi pengeluaran produk hewan wajib
mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan
Izin Pengeluaran;

3) Dilarang memindahtangankan Sertifikat Veteriner kepada pihak
lain;

4) Masa berlaku Sertifikat Veteriner Masa berlaku Sertifikat
Veteriner adalah 3 bulan semenjak Sertifikat Veteriner
dikeluarkan dan/atau 1 kali pengiriman.

2. Persyaratan Khusus atau Teknis
Produk Hewan yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha harus :

a. memenuhi standar sanitari produk hewan yang dipersyaratkan oleh
negara tujuan; dan

b. berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner
sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3. Jenis Produk Hewan :

a. Produk pangan asal hewan meliputi:
1) daging;
2) susu;
3 telur;
4 madu;
5 gelatin;
6 kolagen;

ta11ow;
I kulit sebagai pangan;
I sarang burung walet; dan

10) olahannya.
b. Produk hewan non pangan meliputi :

1) makanan hewan kesayangan;
2) produk kulit selain untuk pangan;
3 tulang;
4 tepung bulu;
5 bulu; dan

7

6 pupuk organik.
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1. Bahan Pakan Asal Tumbuhan
a. Persyaratan umum

1) Pengeluaran bahan pakan asal
untuk pembuatan pakan;

2) Durasi Pemenuhan Persyaratan
Ketentuan Lembaga OSS.

tumbuhan ditujukan hanya

Dilaksanakan Sesuai Dengan

b. Persyaratan khusus atau teknis
1) Persyaratan teknis pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan

harus memenuhi persyaratan negara tujuan;
2) Permohonan izin pengeluaran harus memuat:

a) negara tujuan;
b) jenis dan jumlah Bahan Pakan AsaI Tumbuhan;
c) kode HS;
d) pelabuhan muat; dan
e) pelabuhan bongkar.

3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pengeluaran wajib
menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asa,l
T\rmbuhan;

4) Laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal T\:mbuhan
paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung
sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.

2. Bahan Pakan Asal Hewan
a. Persyaratan umum

1) Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan
VHC pengeluaran BPAH untuk pertama kali meliputi surat
permohonan VHC Pengeluaran;

2) Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan
VHC pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi:
a. surat permohonan VHC Pengeluaran;
b. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya;
c. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian; dan
d. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan

paling lama 30 hari terhitung sejak Pelaku usaha
mengajukan permohonan.

3. Pakan
a. Persyaratan Umum

1) Memiliki izin operasional pengeluaran pakan; dan
2) Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan

Ketentuan Lembaga OSS.
b. Persyaratan Khusus atau Teknis

1) Memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP); dan
2) Persyaratan teknis pengeluaran pakan harus memenuhi

persyaratan negara tujuan.

F. Obat Hewan
1. Persyaratan Umum

a. Memiliki izin usaha eksportir obat hewan; dan
b. Persyaratan khusus atau teknis

E. PAKAN DAN BAHAN PAKAN
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2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a. Pengeluaran Bahan Baku Obat Hewan

1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat
hewan dengan nama dagang;

2) Bahan baku obat hewan berasal dari produsen bahan baku obat
hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB;

3) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan
untuk pengeluaran bahan baku obat hewan yang dilakukan
bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;

4) surat persetujuan produsen bahan baku obat hewan untuk
pengeluaran bahan baku obat hewan tanpa nama dagang yang
dilakukan bukan oleh produsennya; dan

5) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) - invoice/proforma
invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh
negara tujuan.

b. Pengeluaran Bahan Setengah Jadi Obat Hewan
1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan setengah

jadi obat hewan dengan nama dagang;
2) bahan setengah jadi obat hewan berasal dari produsen bahan

setengah jadi obat hewan yang telah memiliki CPOHB;
3) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan

untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat hewan yang
dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;

4) surat persetujuan produsen bahan setengah jadi obat hewan
untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat hewan tanpa nama
dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya; dan

5) Sertifikat analisa (Certihcate of Analysis/CoA) - invoice/proforma
invoice/ sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh
negara tujuan.

C Pengeluaran Produk Jadi Obat Hewan
1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan;
2l Obat hewan berasal dari produsen obat hewan

memiliki sertilikat CPOHB;
3) Surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran

untuk pengeluaran obat hewan yang dilakukan
pemegang nomor pendaftaran obat hewan;

4) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA);
5) Invoice/proforma invoice/sales contract; dan
6) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.

yang telah

obat hewan
bukan oleh
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BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS NEGARA TUJUAN

Indonesia teiah mengekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan ke
berbagai negara, yang memiliki perbedaan dan persyaratan di setiap negara
tujuan. Persyaratan negara tujuan bersifat dinamis sehingga dapat berubah
sesuai dengan kondisi negara tujuan.
Beberapa persyaratan teknis negara tujuan pada komoditas peternakan dan
kesehatan hewan antara lain:
A. Unggas dan Produk Unggas

1. Bebas dari penyakit yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor
seperti Avian Influenza (All, New Castle Disease (ND), salmonellosis
atau penyakit lain mengikuti aturan dari masing-masing negara tujuan.

2. Unggas dan Produk unggas berasal dari farm yang telah mendapatkan
sertifikat kompartemen bebas AI dan dikonfirmasi tidak terjadi HPAI
selama 12 bulan terakhir berdasarkan hasil surveillance.

3. Produk unggas berasal dari hewan yang dipotong, diproses, dikemas
dan disimpan dibawah kondisi sanitasi yang diawasi oleh dokter hewan
berwenang pemerintah pada unit usaha yang sudah disetujui oleh
Direktur Jenderal PKH.

4. Memenuhi seluruh aspek kesejahteraan hewan selama proses produksi
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh WOAH.

5. Produk unggas telah melewati pemeriksaan Ante mortem dan post
mortem dengan hasil bebas dari penyakit menular dan infeksius.
Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau meat inspector dibawah
pengawasan dokter hewan pemerintah.

6. Produk unggas telah melewati pemeriksaan bahan kimia dan bahan
tambahan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan.

7. Mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian
melalui surat resmi dalam bentuk coueing letter yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Ruminansia dan Produk Ttrrunan
1. Bebas dari penyakit yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan ekspor

seperti Food and Mouth Disease (FMD), Bovine spongiform
encephalopathy (BSE), Brucellosis atau penyakit lain mengikuti aturan
dari masing-masing negara tujuan.

2. Hewan dan produk hewan berasal dari wilayah yang dikonfirmasi tidak
terjadi penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dipersyaratkan
oleh negraa tujuan berdasarkan hasil surveillance selama 12 bulan
terakhir.

3. Produk hewan berasal dari hewan yang dipotong, diproses, dikemas dan
disimpan dibawah kondisi sanitasi yang diawasi oleh dokter hewan
berwenang pemerintah pada unit usaha yang sudah disetujui oleh
Direktur Jenderal PKH.

4. Memenuhi seluruh aspek kesejahteraan hewan selama proses produksi
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh WOAH

5. Produk hewan telah melewati pemeriksaan ante mortem dan post
mortem dengan hasil bebas dari penyakit menular dan infeksius.
Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau meat inspector dibawah
pengawasan dokter hewan pemerintah.

6. Produk hewal bebas dari bahan kimia dan bahan tambahan lainnya
yang dapat mengganggu kesehatan

Z. Mendapatlan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian
melalui surat resmi dalam bentuk covering letter yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan
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C. Sarang Burung Walet (SBW)
Khusus untuk sarang burung walet (SBW), persyaratan ekspor masing-
masing negara tduan berbeda-beda, diantaranya :

1. Negara Tujuan Ekspor: Tiongkok
a. Unit Prosesing SBW (lKH) teregistrasi di Barantan dan GACC;
b. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
c. Penerapan HACCP dan Jaminan ketertelusuran sampai ke rumah

walet (Rumah walet terdaftar di Barantan & GACC);
d. Pemanasan sampai suhu inti mencapai minimal 70.C dan selama

minimal 3,5 detik untuk mematikan agen patogen (Ftu Burung);
e. Kadar nitrit < 30 ppm, Kadar air 157o serta Bebas cemaran biologi,

kimia, dan fisik.

2. Negara Tujuan Ekspor: Australia
a. Memiliki sertifrkat nomor kontrol veterinel level- 1;
b. Produk akhir tidak mengandung bovine/ovine/caprine material;
c. Produk akhir telah diproses secara retort dan selama proses retort,

produk dipanaskan sampai suhu inti minimum produk SBW 100'C,
dengan nilai F0 minimal 2,8;

d. dikemas dengan wadah kedap udara (hermetically sealed);
e. Wadah dilabel atau diembos dengan tanda permanen dan diberikan

nomor identitas pabrik dan kode produksi.

3. Negara T\rjuan Ekspor : Amerika Serikat
a. Memiliki sertilikat nomor kontrol veterinel level- 1;
b. Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene dan

sanitasi yang baik;
c. Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 74"C (165"F)

dengan waktu minimum 5 detik;
d. Bukti proses pemanasan pada Poin b dituangkan ke dalam sertifikat

yang ditandatangani oleh pejabat karantina.

4. Negara Tujuan Ekspor : Kanada
a. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level- 1;
b. Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene dan

sanitasi yang baik;
c. Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 100"C dengan

waktu minimum 1 jam.
d. Sertifikat sanitasi yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina

menyatakan:
1) Bukti proses pemanasan pada Poin 2;
2) Deskripsi lengkap pengiriman termasuk shipping mark dan

nomor kontainer fiika ada); dan
3) Seluruh SBW yang dikirim telah diperiksa dan bebas dari feses,

ektoparasit, bulu dan kotoran di permukaan.

5. Negara Tujuan Ekspor : Uni Eropa
a. Negara pengekspor, eksportir dan tempat pemrosesan harus menjadi

negara terdaftar di Uni Eropa, melalui mekanisme audit oleh otoritas
negara asal;

b. Proses pendaftaran melalui sistem Traces.
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D. Obat Hewan
Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan berdasarkan
Health Requirement

E. Benih dan Bibit Ternak
Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

F. Produk Lainnya
Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan
Dalam pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan,
dilakukan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/ Kota, apabila
diperlukan dapat melibatkan stakeholder yang berkompeten lainnya.
Pembinaan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan
administrasi yang diperlukan agar pelaksanaan akselerasi ekspor
peternakan dan kesehatan hewan dapat tercapai sesuai dengan tujuan
program.

B. Pendampingan
Pendampingan pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan
hewan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat
melibatkan stakeholder yang berkompeten lainnya.
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BAB VI
PENUTUP

Demikian Panduan Ekspor bersifat umum dan dinamis sesuai perkembangan
dan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila te{adi perubahan tata cara pengajuan ekspor, persyaratan ekspor,
dan persyaratan teknis negara tujuan maka ketentuan dalam panduan ekspor
menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar
kegiatan/ standar usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
risiko sektor pertanian.
Panduan ekspor disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh pemangku
kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan
Masyarakat luas yang memerlukan informasi tentang prosedur dan tata cara
pengeluaran/ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan, agar
pelaksanaan ekspor dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

D JENDERAL
DAN KESEHATAN HEWAN,

1

a,

231993031001


